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MK Dengar Keterangan KPU dalam PHP Gubernur Sumsel

Jakarta, 31 Juli 2018 ~ Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara perselisihan hasil
pemilihan (PHP) kepala daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Selasa (31/7) pukul 08.30 WIB. Perkara
yang teregisirasi dengan nomor perkara 34/PHP.GUB-XVI/2018 ini diajukan oleh Dodi Reza Alex Noerdin
dan M. Giri Ramanda Kiemas yang merupakan pasangan calon nomor urut 4. Persidangan yang digelar
pada Panel 2 ini akan dipimpin oleh dipimpin oleh Hakim Konstitusi Aswanto, didampingi Hakim
Konstitusi Saldi Isra, dan Hakim Konstitusi Manahan M. P. Sitompul.

Pada sidang perdana, Kamis (26/7), Pemohon yang diwakili kuasa hukumnya, Darmadi Djufri, Pemohon
mendalilkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur Selatan berjalan tidak jujur. Pemohon menyoroti kinerja
pihak KPU Provinsi Sumatera Selatan. Pemohon menegaskan tidak adanya Surat Keputusan (SK)
pengangkatan bagi Panita Pemungutan Suara (PPS) dan Panita Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kota
Palembang dan Kabupaten Muara Enim. Selain itu, Pemohon tidak mendapat salinan Daftar Pemilih
Tetap (DPT) dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat pemilihan. Penyelenggara
dalam hal ini KPPS, menurut Darmadi, telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hal inilah yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon.

Pemohon juga menemukan adanya DPT Ganda di Kota Palembang, dan adanya Pemilih yang memiliki
hak pilih tapi tidak mendapatkan surat pemberitahuan pemungutan suara di Kabupaten Muara Enim.
Pemohon sudah melaporkan hal tersebut pada Bawaslu Provinsi Sumsel dan Panwas Kabupaten/Kota,
dan belum ada putusan rekomendasi dari pihak Bawaslu. Pemohon menilai, seharusnya dengan adanya
laporan tersebut, Termohon tidak melanjutkan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara.
Terhadap dalil-dalil Pemohon, Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul
menekankan pentingnya bukti-bukti untuk menguatkan dalil Pemohon. (Nano T.IA.L.)_/#
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